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DIBUTUHKAN:

JAMINAN KESEHATAN YANG TIDAK MEMBUAT SAKIT MASYARAKAT

Pada Rabu, 6 November 2019, akun YouTube DPR mengun?(gah video Rapat Kerja
antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan terkait kenaikan iuran Badan
PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Potongan video tersebut sempat viral di
berbagai platform media sosjal. Salah seorang anggota Komisi IX, Ribka Tjiptanin
menyampaikan beberapa kritik keras soal kenaikan furan BPJS Kesehatan, mulai dari
miskonsepsi tentang gotong-royong di dalam BPJS Kesehatan hingga kecurangan-
kecurangan tenaga medis dan rumahsakit dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Kritik dari DPR adalah imbas dari rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tidak lama
setelahnya, tepatnya pada 12 November 2019, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan
iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres No.75 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan
perubahan aturan tersebut, iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
peserta Bukan Pekerja (BP) kelas Il akan naik menjadi Rp 42.000 per orang Ji)(er bulan,
dari tarif sebelumnya sebesar Rp 25.500 ?er bulan. Untuk kelas Il, tarifnya naik menjadi
Rp 110.000 per orang per bulan, dari tarif sebelumnya sebesar Rp 51.000 per orang per
bulan. Sementara, tarif kelas | naik menjadi Rp 160.000 per oran?( per bulan, dari tarif
sebelumn aa/an1g sebesar Rp 80.000 per orang per bulan. Kenaikan tersebut berlaku
mulaiawal 2020".

Sejak diwacanakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah memicu protes di berbagai
kalangan masyarakat. Di media sosial #BPJSMenyengsarakan sempat menjadi trending
di Twitter’. Beberapa kelompok mahasiswa menyuarakan aksi penolakan, melakukan
hearing dengan DPRD’, hingga aksi mengumpulkan koin untuk BPJS. Aksi mahasiswa di
Aceh ini cukup beralasan mengingat bahwa alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
karena BPJS merugi dan memiliki tunggakan di berbagai rumah sakit. Di Sumatera Utara,
misalnya, BPJS Kesehatan memiliki tunggakan sebesar Rp 19 miliar di RSUP Pirngadi
Medan®. Sementara di Aceh, tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSU dr. Zainoel Arifin
bahkan mencapai Rp 107 miliar hanya untukJuli-September 2019°.

TunggKan BPJS Kesehatan, merata terjadi di berbagai daerah di Indonesia. RSUD
Gunungsitoli dan empat rumah sakit di Sumatera Barat, bahkan sudah melakukan
ultimatum segera menghentikan Ia{anan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Kartu Indonesia Sehat ?JKN—KIS) akibat besarnya tunggakan BPIS Kesehatan'. Langkah
menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukan saja mendapat tentangan dari peserta. Secara
ril, kenaikan iuran BPIS Kesehatan, hanya secara bertahap dapat menutupi defisit yang
terjadi’. Tetapi kenaikaniuranini telah memicu gelombang permasalahanyang baru.

Masyarakat peserta BPJS Kesehatan beramai-ramai melakukan aksi pindah kelas. Di
Padang, sejak awal November, ratusan warga sudah melakukan penurunan kelas
layanan yang cukup drastis dari Kelas | pindah ke Kelas III>. Sementara kelompok
masyarakat yang lebih tidak mampu akan mengajukan sebagai peserta Penerima
Bantuan luran (PBI) BPJS Kesehatan. Peningkatan jumlah PBI ini akan membebani
keuangandaerah.Di Sumatera Utara, pemerintah mengaku kekurangan dana hingga Rp
100 miliar untuk membayar iuran PBI". Kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru
menunjukkan sikap lepas tangan pemerintah pusat dari tanggung jawabnya untuk
menjamin kesehatan masyarakat.

Gagalnxag)en elolaan BPJS Kesehatan, menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional
(PAN)” DPRDSU, Hendra Cipta, mestinya tidak dibebankan kepada masyarakat luas".
Belajar dari sistem jaminan kesehatanyang telah ada di negara lain, harusnya kenaikan
iuran BPIJS Kesehatan, bukanlah solusi yang te,_::at. Sistem jaminan kesehatan lahir
Bertama kali di Inggris pada 1948. Beberapa tahun setelah Inggris bangkrut karena

erang Dunia Il, Menteri Kesehatan Inggris, Aneurin Bevan, membuat kebijakan tentan
layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Inggris. Layanan yang disebut Nationa
Health Service (NHS) ini masih berlaku hin%ga kini dan menginspirasi banyak negara di
dunia untuk membuat sistem layanan kesehatan serupa.

Meskipun dengan inspirasi &ang sama, BPJS Kesehatan berbeda dengan NHS. Yang
pertama, layanan kesehatan NHS berlaku bagi siapa sajayang berada di wila%ah Inggris,
termasuk warga asing sekalipun. Sementara untuk mendapatkan layanan BPIJS, harus
mendafar terlebih dahulu. Kedua, sumber dana BPJS Kesehatan adalah iuran, sementara
NHS dibayarkan oleh APBN. Seperti BPJS Kesehatan, NHS juga mengalami defisit yang
bahkan jauh lebih besar dari yang dialami BPJS Kesehatan, tetapi hingga kini,
pemerintah Inggris tidak membebankan sepeserpun biaya jaminan kesehatan kepada
masyarakatnya.

Sistem BPJS Kesehatan yang ada membuat relasi BPJS Kesehatan dan rumah sakit,
tidak berbeda dengan hubungan antara perusahaan asuransi dan rumah sakit. Di
dalamnya ada perhitungan untung-ru?i. Rumah sakit akan berusaha membuat tagihan
sebesar-besarnya kepada BPIJS. Hal ini tercermin dari besarnya tagihan untuk
penanganan pasien sakit jantung, yaitu mencapai Rp 10,5 triliun dan operasi sesar
sebesar Rp 5 triliun. Hal ini menurut Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto,
sebagai pelayananyangberlebihan dan tidak sesuai literatur®.

Kesetaraan untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh
UUD 1945 Pasal 28H harus menjadi roh bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan di
negeri ini. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, ucap Ribka Tjiptaning di
da amvideoiang viral tersebut. Oleh karena itu, defisit BPJS Kesehatan tidak seharusnya
dibebankan kepada masyarakat, apalagi sampai menaikkan iuran hingga dua kali lipat,
seperti keputusan pemerintah saat ini. Harusnya pemerintah membenahi pengelolaan
BPJS sembari menutupi kerugian BPJS sebagai bentuk tanggung jawab negara atas
kesehatan masyarakat sebagaimanayang diamanatkan oleh konstitusi.

'https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/12/menkeu-terbitkan-perubahan-aturan-iuran-bpjs-
kesehatan-peserta-mandiri-naik-100-persen-januari-2020
*https://batam.tribunnews.com/2019/11/02/iuran-bpjs-kesehatan-naik-100-persen-begini-cara-urus-
turun-kelas-bagi-peserta-mandiri.
*https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/22/mahasiswa-sambas-minta-pemda-kembali-ke-jamkesda-
dan-tolak-bpjs-
*https://aceh.tribunnews.com/2019/11/14/mahasiswa-serahkan-2-kantong-koin-bpjs-kesehatan-tak-
mau-terima

*http://waspada.co.id/medan/bpjs-kesehatan-nunggak-rp19-miliar-di-rsud-pirngadi/
*https://aceh.tribunnews.com/2019/11/13/bpjs-kesehatan-berutang-ke-rsuza-sebesar-rp-107-miliar
"http://harian.analisadaily.com/epaper/read/2019-11-23
*https://www.harianhaluan.com/news/detail/81258/duh-iuran-dinaikkan-bpjs-kesehatan-diprediksi-
masih-defisit-di-2020
*https://www.harianhaluan.com/news/detail/80877/banyak-peserta-turun-kelas-begini-antisipasi-bpjs-
kesehatan
"“https://medan.tribunnews.com/2019/11/04/iuran-bpjs-kesehatan-naik-dinkes-sumut-kekurangan-
uang-hampir-rp100-miliar

"http://harian.analisadaily.com/epaper/read/2019-11-01
“https://www.cnbcindonesia.com/news/20191122123045-4-117185/tagihan-operasi-jantung-rp-105-t-
terawan-evaluasi-bpjs
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